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KEPUTUSAN
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR .?s /DPRD.LPG/ 13.01/2016
 

TENTANG
 

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG TEI'.JTANG PERUBAHAN ANGGAHAN PENDAPATAN
 
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016
 

DENGAN RAHMP.T TUHAN YANG MAHA ESA
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 17 ayat (1) dan 
(2) Undang-Undang Nomor 23' Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah ya n g rnenyatakan Kep aJa Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah te n tang Perubahan 
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada 
DPRD untuk memperoleh persetujuan be rsarna paling lambat 3 
(tiga] bulan sebelum tahun anggaran ya ng bersangkutan 
berakhir; 

b.	 bahwa dengan telah selesai dilaksanakanr.ya pembahasan oleh 
Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampi .ng atas Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APED 
f'....ovinsi Lampung Tahun Anggaran :2016, perlu ditindaklanjuti 
derigan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan 
Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

c.	 b ahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Pera turan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di a ta s , 
merupakan salah satu tolok ukur (instrument) dari pelaksanaan 
fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nornor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan se oa ga im a na dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c terse but di atas, rnaka perlu 
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung ten tang Persetujuan Penetapan Ran cangan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provin si Lampung 
Te.thun Anggaran 2016; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 'i'ahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ) 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 
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b.	 Belanja Tidak Langsung 

~	 Tidak Ada Perubahan dalam Anggaran Belanja tidak langsung pada BPLHD 

Provinsi Lampung sebesar Rp. 7.936.684.000,00 

44.	 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 

2016 terdapat 10 Program dan 33 Kegiatan, dengan rincian : 

a.	 Belanja Langsung : 

~ Sebelumperubahan: Rp 30.100.000.000,00 

~ Setelah perubahan : Rp 26.095.671.600,00 

Terdapat penguranganjefisiensi anggaran belanja langsung pada 

"
.

. 
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar Rp. (4.004.328.400,00).~. 

b.	 Belanja Tidak Langsung 

~ Sebelumperubahan: Rp 10.063.755.908,00 

~ Setelahperubahan: Rp 7 .928.280.000,00 

Terdapat penguranganj efisiensi anggaran belanja tidak langsung 

pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 

sebesar Rp. (2.135.475.908,00) 

45.	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 15.262.578.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 
, '--

Rp 14.720.578.000,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 542.000.000,00. 

46.	 Badan Diktat Daerah Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 12.641.137.500,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 11.672.974.500,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 968.163.000,00. 

47.	 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 8.000.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 7.137.487.000,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 862.512.200,00. 



48.	 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 6.000.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 5.560.000.000,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 440.000 .000,00. 

49.	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 160.326.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 155.661.034.407,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 4.664.965.593,00. 

50. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

Rp 7.200.000.000,00 setelah pembahasan menjadi 

Rp 6.006.097.500,00 sehingga mengalami Pengurangan 

Rp 1.193.902.500,00. 

sebesar 

sebesar 

sebesar 

51. Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

Rp 10.250.000.000,00 setelah pembahasan menjadi 

Rp 10.564.694.500,00 sehingga mengalami Penambahan 

(Rp 314.694.500,00). 

sebesar 

sebesar 

sebesar 

52. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

Rp 10.250.000.000,00 setelah pembahasan menjadi 

Rp 10 .564.694.500,00 sehingga mengalami Penambahan 

Rp 314.694.500,00. 

sebesar 

sebesar 

sebesar 

Terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 yang di ambil 

dari kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi yang sebelumnya 

sebesar Rp 170.875.000 berkurang menjadi Rp 155.875.000,00 

yang ditambahkan dalam kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. 



53. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 

Rp 138.810.000.000,00 setelah efisiensi dan optimalisai menjadi sebesar 

Rp 120.363.660.817,00 sehingga mengalami Pengurangan sebesar 

Rp 18.446.339.183,00. 

54. Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung 

sebesar Rp 44.800.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp 50.061.593.000,00 sehingga mengalami Penambahan sebesar 

Rp 5.261.593.000,00 akan tetapi Komisi V DPRD Provinsi Lampung tidak 

menyetujuinya karena merupakan dana hibah dari biro keuangan yang 

dititipkan ke SKPD Mitra Kerja Komisi V sebesar Rp . 369 .000.000,00. 

55. Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 

Rp 1.700.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 2 .937.500.000,00 sehingga mengalami Penambahan sebesar 

Rp 1.237.500.000,00. 

56. Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 

Rp 320.900.960.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 343.855.389.129,28 sehingga mengalami Penambahan sebesar 

Rp 40.954.429.129,28. 

57. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung 

Semula sebe1um perubahan jumlah Belanja 

Rp 18.710.530.000,00 setelah pembahasan 

Rp 20.477.170.500,00 sehingga mengalami 

Rp 1.766.640.500,00. 

Pe

Langsung 

menjadi 

nambahan 

sebesar 

sebesar 

sebesar 

58. KONI Provinsi Lampung 

Anggaran Koni Provinsi 

Rp 55.000.000.000,00. 

Lampung tidak mengalami perubahan sebesar 

C. Rekomendasi 

Setelah dilakukan Proses Tahapan Pembahasan oleh DPRD Provinsi Lampung 

dan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung 

merekomendasikan sebagai berikut : 



1.	 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah ( APSD ) Provinsi 

Lampung merupakan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD ) Provinsi Lampung dengan Gubernur Lampung. Oleh 

karena itu apabila ada Rasionalisasi atau Efisiensi Anggaran yang 

dilakukan ditengah tahun anggaran berjalan di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung 

dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar 

dapat berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) 

Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan Rasionalisasi atau Efisiensi 

Anggaran di masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD 1 

sesuai dengan kebutuhan. 

2.	 Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi 

Lampung, agar jujur melaporkan kepada Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah Provinsi Lampung dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, 

mana Program yang penting dan yang tidak penting, dan penganggaran 

disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) harus berhati - hati 

dalam perencanaannya. 

3.	 Sekretariat Dewan Korpri Provinsi Lampung 

Berdasarkan hasil rapat Komisi I DPRD bersama Sekretariat Dewan 

Pengurus Korpri Provinsi Lampung. Sekretariat Korpri menyampaikan 

kepada Komisi I DPRD Provinsi Lampung surat usulan Penghapusan 

dengan Nomor surat : 900j221jIV.03j2016 perihal : Usulan Penghapusan 

Rasionalisasij efisiensi Anggaran APBD Tahun 2016 yang telah mendapat 

persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ke Kepala Biro 

Keuangan Setda Provinsi Lampung, pada Pagu Anggaran sebesar 

Rp 2.500.000.000,00 mendapat Efisiensi anggaran sebesar 

Rp 588.242.384,00. 

4.	 Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

Pada Kode Rekening 5.2.2.28.01 dalam item belanja Jasa Pihak 

ketiga terhadap pembuatan Peta Digital di 5 (lima) Kabupaten antara lain : 

Kota metro dengan Kab. Lamtim, Kota Metro dengan Kab. Lamteng, 

Kab. Pringsewu dengan Kab. Tanggamus, Kab. Pringsewu dengan 

Kab. Pesawaran, Kab. Pesawaran dengan Kab. Larnsel yang masing-masing 

anggaran sebesar Rp. 25.000.000 X 5 Kabupaten = Rp 125.000.000,00 

yang anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakn dikarenakan bukan 

kewenangan Provinsi. 



5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi lampung 

Didalam Pos Bantuan untuk kegiatan seleksi Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) dan Evaluasi Tenaga Kontrak mendapatkan sisa 

Anggaran sebesar Rp 634.904.864,00 dan anggaran tersebut tidak dapat 

dikeluarkan. 

6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

Didalam Pos bantuan untuk kegiatan bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Miskin sebesar Rp 300.000.000,00 karena peraturan Teknisnya belum 

ada, maka anggaran tersebut tidak dapat dikeluarkan. 

7. Hadan PerwakUan Pemerintaban Provinsi Lampung 
r . 

Dalam Pos Bantuan untuk kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 

mendapat tambahan Rp 500.000.000,00 kegiatan tersebut antara lain: 

1. Pemeliharaan Asrarna-asrarna Mahasiswa 

2. Pemeliharaan Anjungan Lampung 

8. Dalam hal optirnalisasi/ efisiensi anggaran yang menurut SKPD disebabkan 

oleh defisit anggaran, SKPD untuk tidak langsung melakukan pengalihan 

terhadap beberapa program/ kegiatan, karena tentu saja hal tersebut 

sangat berdampak pada target dari program/ kegiatan tersebut, sehingga 

dikhawatirkan akan mengurangi keberhasilanya. Apalagi kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

9. Penambahan dan Pengurangan anggaran pada pos Belanja Tidak Langsung 

yang diusulkan oleh SKPD, sangat tidak effektif dan direkomendasikan 

untuk ditinjau kembali, sebab pada beberapa SKPD terdapat kelebihan 

Anggaran Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang sangat 

signifikan. Diharapkan kedepannya dapat lebih cermat lagi dalam 

menyusun anggaran tersebut sehingga anggaran dapat dimanfaatkan 

untuk Program/ Kegiatan yang bermanfaat dan berpihak kepada rakyat. 

10. Meminta kepada Guberriur untuk dapat melakukan pengawasan terhadap 

SKPD Provinsi dan kabupaten Kota dalam bentuk Kegiatan Reguler dan 

Kegiatan Berkala, yang dimana pengawasan tersebut difokuskan, antara 

lain : 



1.	 Bagaimana melakukan pengawasan diluar aspek pelaksanaan Tugas 

Pokok dan Fungsi 

2.	 Pelaksanaan Sumber Daya Manusia 

2.	 Pelaksanaan Pengelola Aset Daerah, dan 

3 .	 Pelaksanaan Pengelola Keuangan yang ada di SKPD di Provinsi 

Lampung dan KabupatenjKota se-Provinsi Lampung. 

11.	 Setelah dilakukan pembahasan terkait Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 

Perubahan di Satuan Kerja Prangkat Daerah ( SKPD ) didalam dokumen 

anggaran ( APBD - P) dengan mitra kerja ditemui program dan kegiatan 

yang tidak dapat dilaksanakan seperti halnya : 

Kegiatan yang diprogramkan pada Pameran yang setiap tahunnya 

diagendakan di PKOR Way Halim, pada tahun 2016 ternyata kegiatan 

tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedangkan anggaran tersebut sudah 

terpakai untuk persiapan kegiatan tersebut. Sehingga didalam anggaran 

sudah terserap (berkurang) dari yang dianggarkan. 

12.	 Kepada SKPD, untuk diperhatikan dalam merencanakan anggaran 

Belanja Tidak Langsung yang akan datang, penambahan j akres 

diharapkan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 2,5 % dad 

total perhitungan belanja tidak langsung, agar dikemudian had tidak 

terjadi kelebihan anggaran dari Belanja Tidak Langsung yang terlalu besar. 

13.	 Untuk Dana Hibah pada masing-masing SKPD untuk di kembalikan 

kepada tempatnya, yaitu Biro Keuangan, dimana sesuai dengan saran dari 

Badan Pemeriksa Keuangan, karena banyaknya Dana Hibah yang 

dititipkan pada mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Lampung. 

Komisi V DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan untuk tidak 

menyetujui semua dana hibah yang dititipkan kepada SKPD mitra 

kerja; antara lain ; 

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 333.696.000,00 

b. Biro Mental, sebesar Rp 369.000.000,00 

14.	 Kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam perencanaan anggaran pada 

tahun-tahun yang akan datang, agar memperhatikan amanat undang­

undang pendidikan dan dan undang-undang kesehatan. Hal tersebut 

menjadi penting karena pada dua bidang tersebut, program dan 

kegiatannya sangat bersentuhan dengan masyarakat banyak. 



15.	 Agar anjungan Lampung pada Taman Mini Indonesia lndah di tingkatkan 

menjadi Unit Pelaksana Teknis dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 

untuk dapat dianggarkan tahun yang akan datang. Hal tersebut tidak lain 

untuk menggali potensi pendapatan dari anjungan di masa yang akan 

datang. 

16.	 Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung 

diusulkan untuk dapat dimasukkan dalam TAPD eksekutif, sehingga 

diharapkan TAPD mendapatkan masukanj rekornendasi dari penelitian 

yang telah dilakukan oIeh badan. Hal ini menjadi penting, karena 

penganggaran yang baik, effektif dan effisien akan didapatkan dari 

kajiarr/penelitian yang komprehensif. 

17.	 Kepada Biro Keuangan untuk melakukan percepatan pencairan dana OAK 

bagi Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diperuntukan 

bagi kegiatan pelatihan di 4 Balai Latihan Kerja yang tersisa sebesar 

Rp 3.200.000.000,00. 

18.	 Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan pergeseran 

anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 yang di ambil dari kegiatan Pembinaan 

dan Penempatan Transmigrasi yang sebelumnya sebesar Rp 170.875.000 

berkurang menjadi Rp 155.875.000,00 yang ditambahkan dalam kegiatan 

perjalanan dinas dalam daerah. 

19.	 Kepada Pemerintah Provinsi agar pada Anggaran yang akan datang dapat 

dianggarkan untuk pengembangan atau revitaslisasi museum transmigrasi, 

yang mana merupakan satu-satunya museum transmigrasi tingkat 

nasional. 

20	 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Provinsi Lampung 

Semula sebelum perubahan jumlah Belanja Langsung sebesar 

Rp 9.750.000.000,00 setelah pembahasan menjadi sebesar 

Rp 10.083.696.000,00 sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar 

Rp 333.696.000,00. Dari hasfl pembahasan Komisi V DPRD Provinsi 

Lampung, maka anggaran tersebut tidak dapat dikeluarkan. 



D.PENUTUP 

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Pembahasan 

atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; dan 

Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagairnana dimaksud 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dad Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 

2016. 

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan 

Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

r-.	 Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik 

dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang. 

Telukbetung, 26 Oktober 2016 

. ..- . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
-, PROVINSI LAMPUNG 
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